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ABSTRAK 

KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI  

ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT  

PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997  

TENTANG PENDAFTARAN TANAH 

FIRA RAHMAWATI 

Suatu sengketa hak atas tanah timbul karena adanya pengaduan atau keberatan 

dari orang/badan hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu 

keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dimana 

keputusan tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah 

tertentu. Sengketa hak atas tanah meliputi beberapa macam antara lain mengenai 

status tanah, siapa-siapa yang berhak,bantahan terhadap bukti-bukti perolehan 

yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Penelitian ini membahas 

permasalahan tentang kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti 

dalam perkara perdata menurut peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah dan apa akibat hukum hak atas tanah yang tidak di daftarkan 

berdasarkan peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 

Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh oleh pemegang hak atas tanah 

dengan cara melakukan pendaftaran tanah seperti yang terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sejak Indonesia 

merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada 

rakyatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan sertifikat 

sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa tanah.Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bersumber  data sekunder, data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan serta 

beberapa literatur yang digunakan untuk mendapatkan data hukum baik bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah 

Indonesia menganut sistem publikasi pendaftaran tanah yaitu sistem publikasi 

negatif, dalam hal ini sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti yang mutlak. 

Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat 

mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan harus diterima oleh hakim sebagai 

keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain atau pihak 

lain yang dapat membuktikan sebaliknya.  

 

Kata Kunci: pendaftaran tanah, sertifikat, sengketa tanah  
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ABSTRAK 

KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI  

ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT  

PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997  

TENTANG PENDAFTARAN TANAH 

FIRA RAHMAWATI 

A land rights dispute arises because of a complaint or objection from a person / 

legal entity containing the truth and demands against a State Administrative 

decision within the National Land Agency, where the decision is felt to be 

detrimental to their rights to a certain land parcel. Land rights disputes include 

several kinds, among others, regarding land status, who is entitled, challenges to 

evidence of acquisition which is the basis for granting rights and so on. This 

research discusses the problem of the legal force of land rights certificates as 

evidence in civil cases according to government regulation No. 24 of 1997 

concerning land registration and what are the legal consequences of land rights 

that are not registered based on government regulation No. 24 of 1997 concerning 

land registration. Legal certainty of land rights can be obtained by land rights 

holders by conducting land registration as contained in Government Regulation 

Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Since Indonesia's 

independence, the state has not been able to guarantee land rights to its people. 

The purpose of this study is to determine the strength of the certificate as evidence 

in resolving land disputes. The data used in this study are secondary data sources, 

secondary data, namely data obtained through literature studies, namely 

legislation and some literature used to obtain legal data both primary legal 

materials and secondary legal materials. The result of this research is that 

Indonesia adheres to the land registration publication system, namely the negative 

publication system, in this case the certificate is only an absolute proof letter. This 

means that the physical data and juridical data contained in the certificate have 

strong legal force and must be accepted by the judge as true information as long as 

and as long as there is no other evidence or other parties who can prove otherwise.  

Keywords: land registration, certificate, land dispute 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia diakui sebagai suatu negara yang mempunyai kekayaan alam 

berlimpah. Negara Republik Indonesia adalah suatu organisasi kekuasaan dari 

seluruh rakyat Indonesia yang dibentuk guna mengatur, mengurus, 

menyelenggarakan dan menyelesaikan kepentingan-kepentingan dari seluruh 

rakyat Indonesia. Demikian pula halnya dengan pengaturan, pengurusan, 

penyelenggaraan serta penyelesaian pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang 

angkasa adalah sepenuhnya diserahkan kepada Negara sebagai organiasai 

kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia.
1) 

 Pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya yang merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa 

kepada rakyat Indonesia adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya 

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Landasan yuridis konstitusional Pasal 33 

ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa bumi dan air serta 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

 

 

  1
 Tjok Istri Putra Astiti, Implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Dalam Berbagai 

Perundang-undangan Tentang Sumber Daya Alam, Vol 4, Jurnal Magister Hukum Udayana, 

2015., hlm 1. 
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 Berdasarkan ketentuan ini dapat tercermin bahwa bumi, air serta kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Azas 

penguasaan oleh Negara atas bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya ini, untuk selanjutnya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan 

singkatan Undang-Undang Pokok Agraria telah dijabarkan lebih lanjut, yakni 

bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara. 

 Pengertian dikuasai di sini memuat pengertian bahwa Negara adalah 

berwenang selaku organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia untuk 

melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan             

pemeliharaannya; 

2. Menentukan dan mengtur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagaian- bagian 

dari bumi, air dan ruang angklasa; 

3. Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan 

hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; 

4. Penguasaan Negara hanyalah pada tingkat tertinggi saja sedangkan untuk 

tingkat yang terendah dapat diberikan dan dipunyai oleh seseorang atau 

badan-badan hukum tertentu; 

5. Penguasaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya 

kemakmuran rakvat Indonesia.
2)

 

 

 

 

 

 2 
Bachtiar Effendi, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Alumni, Bandung, 1993., 

hlm 2. 
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 Sehubungan dengan hal tersebut akan meningkat pula kebutuhan akan 

dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian 

jaminan kepastian di bidang pertanahan, memerlukan tersedianya perangkat 

hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai 

dengan jiwa dan isi ketentuannya. Salah satu tujuan dari pembentukan Undang-

Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah 

meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

mengenai hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya, oleh karena itu, untuk 

dapat mewujudkan hal tersebut diselenggarakan pendaftaran tanah.  

 Pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur dalam 

Pasal 19 ayat (1) dan (2) : 

  (1)  untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

 pendaftaran  tanah  di seluruh wilayah Republik Indonesia 

 menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

  (2)  Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 

 a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 

 b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak  tersebut; 

 c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti  

     yang kuat. 

 

 Dalam Pasal 19 UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk 

melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan 

untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah. Berdasarkan 

Pasal 19 UUPA tersebut kemudian dibuatlah PP No 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah. Peraturan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pendaftaran 

tanah di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu keberadaan PP No 10 Tahun 

1961 diganti dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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 Hasil dari proses pendaftaran tanah, kepada pemegang hak atas tanah yang 

didaftar diberikan surat tanda bukti hak yang disebut sertipikat. Sertipikat menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah 

berupa satu lembar dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang 

diperlukan dari suatu bidang tanah yang didaftar. Terselenggaranya pendaftaran 

tanah memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah 

membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya.  

  Kegiatan pendaftaran tanah dalam PP No 10 Tahun 1961 di nilai belum 

memberikan hasil yang memuaskan dan terdapat beberapa kendala seperti kendala 

keuangan, alat dan tenaga, juga ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya 

dirasa belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran 

tanah dalam waktu singkat dengan hasil yang memuaskan. Oleh karenanya untuk 

memperbaiki kelemahan tersebut maka dikeluarkan PP No 24 Tahun 1997.  

 Tujuan pendaftaran tanah dalam Pasal 3 huruf a PP No 24 Tahun 1997 

adalahب “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang 

terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak 

yang bersangkutan.” Untuk mewujudkan tujuan dari pendaftaran tanah tersebut, 

maka menurut Pasal 4 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 diterbitkanlah sertifikat hak 

atas tanah bagi pemegang hak yang bersangkutan.
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 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997, merupakan penyempurnaan 

dari peraturan sebelumnya sehingga banyak terdapat tambahan, hal ini terlihat dari 

jumlah pasal yang lebih banyak dan isi Peraturan Pemerintah tersebut yang lebih 

memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah. Salah 

satunya terdapat dalam Pasal 32 yang mengatur bahwa :
 

  (1)  Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

 pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat 

 di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 

 data yang ada dalam surat ukur  dan buku tanah hak yang bersangkutan. 

  (2)  Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas 

 nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan 

 itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 

 mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 

 tersebut apabila dalam jangka waktu (5) lima tahun sejak diterbitkannya 

 sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang 

 sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak 

 mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 

 penerbitan sertipikat tersebut.
 3)

 

 Pada Ayat (1) pasal ini mengandung makna bahwa sertipikat merupakan  

alat pembuktian yang kuat dan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka 

data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus diterima sebagai 

data yang benar, sedangkan ayat (2) pasal ini lebih menegaskan lagi jaminan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat tanah, dimana 

mengandung beberapa syarat, diantaranya : 

 

 3 
Christiana Tri Budhayati, Hak Atas Tanah Peralihan dan Pendaftaran, Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hal. 113 
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    a.   sertipikat tanah diperoleh dengan itikad baik;  

   b.  pemegang hak atas tanah harus menguasai secara fisik tanahnya selama 

 jangka waktu tertentu yaitu sejak lima tahun diterbitkannya sertipikat 

 tanah tersebut; 

   c.  sejak lima tahun diterimanya sertipikat hak atas tanah bila tidak adanya 

 keberatan dari pihak ketiga maka keberadaan sertipikat tanah tersebut 

 tidak dapat diganggu gugat lagi; 

 

 Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut sebenarnya bukan merupakan 

suatu ketentuan baru, karena konsep dari pasal ini merupakan konsep yang 

dipakai dalam menyelesaikan sengketa tanah pada hukum adat sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 32 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang seharusnya dapat menjadi jalan 

keluar bagi permasalahan di atas masih mendapatkan banyak pro dan kontra.  

 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terutama yang bersangkut paut 

terhadap alat bukti sertipikat hak atas tanah, maka menjadikan penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang 

berjudul : KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH 

SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT 

PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG 

PENDAFTARAN TANAH 
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B. Permasalahan  

 Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1.  Bagaimanakah kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti 

dalam perkara perdata menurut peraturan pemerintah No 24 tahun  1997 

tentang pendaftaran tanah? 

2.  Apakah akibat hukumnya hak atas tanah yang tidak di daftarkan 

berdasarkan peraturan pemerintah No 24 tahun 1997? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 Untuk menghindarkan agar pembahasan tidak menyimpang dari 

permasalahan pokok, maka penelitian merasa perlu untuk membatasi ruang 

lingkup pembahasan yaitu kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah sebagai alat 

bukti dalam perkara perdata menurut peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah. Tanpa menutup kemungkinan untuk menyinggung pula 

hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.  

 Tujuan penelitian untuk mengetahui mengenai kekuatan hukum sertipikat 

hak atas tanah dalam perkara perdata dan akibat hukumnya hak atas tanah yang 

tidak di daftarkan berdasarkan peraturan pemerintah No 24 tahun 1997. 
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D. Definisi Konseptual 

1. Kekuatan hukum adalah suatu keputusan yang sudah sah atau dianggap 

sudah mutlak, maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
4) 

2.  Sertipikat hak atas tanah adalah alat buku tanah yang dijilid menjadi satu 

dengan surat ukur tanah.
5)

 

3.  Alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat
 

dipakai untuk membuktikan.
6) 

4.  Perkara Perdata adalah meliputi baik perkara yang m,engandung sengketa 

maupun yang tidak mengandung sengketa.
7) 

5.  Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 

bidang-bidang tanah satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 

tanda bukti bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak 

milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya 

(Pasal 1 butir 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah).
8)
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6. Akta Otentik adalah suatu akta suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan dalam Undang Undang oleh pejabat yang berwenang.9) 

E. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian 

hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. 

2.  Jenis dan Sumber data 

 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder vang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan 

buku-buku lainnya 

 Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

diperoleh dari pustaka, antara lain : 

 a. Bahan hukum primer 

 Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata dan undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

 9 
Cst Kansil, Christine dkk, Jakarta, 2009,ب“Kamus Istilah Hukum”,بhlm85ب. 
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 b. Bahan Hukum Sekunder 

 Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya 

dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian hukum in teknik pengumpulan data yang digunakan 

 yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk 

 mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan 

 menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian 

 serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

 permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 

 perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam 

 penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

 diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari 

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan 

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku 

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu 
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hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, 

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

 Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:  

 Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tuiuan Penelitian, Definisi Konseptual, 

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

 Bab Il, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian dan Macam-macam Hak 

Atas Tanah, Pengertian Pendaftaran Hak Atas Tanah, Tujuan Pendaftaran Hak 

Atas Tanah, Pengertian Sertipikat hak Atas Tanah. 

 Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kekuatan hukum 

sertipikat hak atas tanah dalam perkara perdata dan akibat hukumnya hak atas 

tanah yang tidak di daftarkan berdasarkan peraturan pemerintah No 24 tahun 

1997. 

 Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran 
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